
Mutasi Keluar
No. SK :

Persyaratan

1. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik 2) Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB 3) Surat Mutasi Keluar 4) 

Surat Keterangan Fiscal (SKF) 5) Surat keterangan pengganti STNK 6) Berkas Kendaraan Bermotor

2. STNK Asli dan fotocopy serta BPKB Asli dan fotocopy

3. Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF);

4. Bukti Pelunasan DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum berupa Resi DPWKP

5. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli);

6. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan 

bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk 

diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.

2. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah 

dilengkapi dengan blanko cek fisik, KTP Pemilik Baru, Kuitansi jual beli, BPKB dan STNK.

3. Layanan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan BPKB, 

STNK dan identitas diri beserta fotocopy kepada petugas SKF, apabila pada saat pendaftaran fiscal 

masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar Kekurangan Pajak (KP) 

terlebih dahulu untuk selanjutnya petugas SKF menerbitkan Surat Keterangan Fiskal

4. Pembayaran dan Penyerahan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP Mutasi 

Keluar, selanjutanya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar

Waktu Penyelesaian
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18 Hari kerja

Biaya / Tarif
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Tidak dipungut biaya

Bea Mutasi

1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar

Roda 4 atau lebih:                    Rp 250.000,-

Roda 2 atau 3:                Rp 150.000,-        

 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama

1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

1% untuk krndaraan bermotor umum

0,5% untuk kendaran bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran 

0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

1,5% untuk kepemilikan pertama

2% untuk kepemilikan kedua

2,5% untuk kepemilikan ketiga

3% untuk kepemilikan keempat

3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

 

1. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

Sedan dan sejenisnya

Jeep dan sejenisnya

Station wagon dan sejenisnya

Minibus dan sejenisnya 

Microbus

Pick up double cabin.

1. Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

tidak dikenakan tarif progresif

2. Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama. 

3. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;

4. Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. 

Bobot untuk KBM mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; 

pick up, Blind Van dan microbus: 1,085; bus: 1,1; light truck dan truck: 1,3.

5. Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB

1. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

1. Tarif Sepeda Motor

Sepeda motor 50 cc - ke bawah:Rp     3.000,-

Sepeda motor 50 cc - 250 cc:     Rp   35.000,-

Sepeda motor 250 cc - ke atas:  Rp   83.000,-

1. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum

Pick up, Stwg, sedan dan jeep s.d 2400 cc:         Rp 143.000,-

Bus dan Micro Bus:                Rp 153.000,-

Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas:         Rp 163.000,-

Ambulance, Jenazah dan PMK: Rp     3.000,-

1. Tarif Mobil Angkutan Umum

Mobil Penumpang s.d 1600 cc: Rp   73.000,-

Bus dan Micro Bus 1600 cc ke atas:          

Rp   90.000,-

1. Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, buldozer, forklift dan sejenisnya:       Rp   23.000,-
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Produk Pelayanan

1. 1) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik 2) Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB 3) Surat Mutasi Keluar 4) 

Surat Keterangan Fiscal (SKF) 5) Surat keterangan pengganti STNK 6) Berkas Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Pengaduan dan Saran, atau melalui Wa Center 082242866668
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